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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin yang dilakukan oleh CV. Juliana dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim secara tepat menerapkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan membuktikan unsur subjek hukum, objek berupa limbah B3, perbuatan pengelolaan, serta ketiadaan izin dari instansi berwenang. CV. Juliana sebagai badan usaha dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya. Dengan demikian, penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana lingkungan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap CV. Juliana telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek pembuktian dan asas-asas hukum pidana lingkungan. Hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP, termasuk keterangan saksi dan keterangan ahli lingkungan, sehingga memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, hakim telah menerapkan asas legalitas, asas kesalahan, asas kehati-hatian, serta prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagai kepentingan publik. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga telah dinilai secara seimbang, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
3. Implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn menunjukkan bahwa hakim telah menyesuaikan sanksi pidana dengan tingkat kesalahan, potensi dampak lingkungan, serta karakteristik pelaku usaha. Pemidanaan tidak dijatuhkan secara maksimal, namun tetap memiliki bobot yang cukup untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan hukum lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan lingkungan yang menekankan keseimbangan antara tujuan represif, preventif, dan edukatif. Dengan demikian, pemidanaan yang proporsional dalam perkara ini berkontribusi terhadap efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
4. Kendala yuridis dalam penerapan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin antara lain meliputi kompleksitas pembuktian teknis, keterbatasan ahli lingkungan, kesulitan pertanggungjawaban pidana korporasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan regulasi teknis. Kendala-kendala tersebut berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan. Namun demikian, melalui upaya strategis seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan peran ahli, sinergi antarinstansi, dan pembaruan regulasi lingkungan, kendala tersebut dapat diatasi. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn memberikan gambaran evaluatif sekaligus prospektif bagi penguatan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.
B. Saran

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana lingkungan hidup disarankan untuk terus mengedepankan pendekatan kehati-hatian dan proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi pidana, khususnya terhadap pelaku usaha pengelolaan limbah B3. Hakim juga diharapkan dapat memperjelas pertimbangan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan, sehingga memberikan pedoman yang lebih jelas bagi praktik peradilan selanjutnya. Selain itu, hakim disarankan untuk terus memanfaatkan keterangan ahli lingkungan secara optimal guna memperkuat kualitas pembuktian dan argumentasi yuridis dalam perkara lingkungan hidup.
2. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup sejak tahap penyidikan guna memastikan kelengkapan alat bukti dan data teknis lingkungan. Peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum pidana lingkungan bagi aparat penegak hukum juga menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan perkara lingkungan dapat dilakukan secara profesional dan efektif. Selain itu, perumusan dakwaan terhadap pelaku usaha pengelolaan limbah B3 tanpa izin perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi. 

3. Pemerintah dan pembentuk kebijakan disarankan untuk melakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi teknis terkait pengelolaan limbah B3 guna memperkuat kepastian hukum dan memudahkan penegakan hukum pidana lingkungan. Di samping itu, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan pelanggaran lingkungan. Bagi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum lingkungan sangat penting agar partisipasi publik dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif










